
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (2) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya menyatakan bahwa "Dari besaran 
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk 
mendukung program pemulihan ekonomi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 
penggunaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. 
perlindungan sosial dengan proporsi paling tinggi 20% (dua 
puluh persen); dan b. pemberdayaan ekonomi masyarakat 
dengan proporsi paling tinggi 15% (lima belas persen)"; 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 angka (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya menyatakan bahwa "Dana Transfer 
Umum diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua 
puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan 
ekonomi Daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan 
sarana dan prasarana layanan pu blik dan ekonomi dalam 
rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi 
kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan 
layanan publik antardaerah termasuk pembangunan 
sumber daya manusia dukungan pendidikan"; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARO JAMBI, 

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI 
NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI 
TAHUN ANGGARAN 2021 

BUPATI MUARO JAMBI 
PROVINS! JAMBI 



g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf 
f, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 
2021. 

f. bahwa mengacu pada Peraturan tersebut untuk 
penganggarannya pada Anggaran pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 di tampung dalam 
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu 
Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021 
perlu diubah; 

e. bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 906/1351/KEUDA, tanggal 16 Februari 2021 Hal 
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (mapping) Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan, 
Sanitasi, dan Lingkungan Hidup serta DAK NonFisik Jenis 
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu 
penyempurnaan hasil inventarisasi dan Pemetaan 
(mapping); 

d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 angka (3) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya menyatakan bahwa "Dukungan 
pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi 
DAU"; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 angka (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya menyatakan bahwa "Pemerintah 
Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja 
kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan belanja prioritas lainnya"; 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4420); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3936); 

Mengingat 



PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 82 TAHUN 
2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021 
(Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 
82); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2021 
(Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 
Nomor 05); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 
ten tang Pengelolaan Tran sf er ke Dae rah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 149); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 
2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06); 

7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 309); 

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijkan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
dalam Rangka menghadapi ancaman yang membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485); 

Menetapkan 



2.000.000.000,00 

0,00 Rp. 
Sisa lebih pembiayaan anggaran 
setelah Peru bah an 

54.019.001.314,00 Rp. 
Jumlah Pembiayaan neto 
setelah Peru bahan 

Rp. 

2.000.000.000,00 
0,00 

56.019.001.314,00 

Rp. 
Rp. 

b. Pengeluaran 
1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Pengeluaran 
Setelah Peru bah an 

Rp. 

56.019.001.314,00 
0,00 

44.860.158.560,00 

5.800.546.000,00 
39.059.612.560,00 

Rp. 
Rp. 

4. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1) Semula 
2) Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Penerimaan 
Setelah Peru bahan 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

3. Belanja Tidak Terduga 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Belanja Tidak Terduga 
Setelah Peru bahan 

1.371.600.429.353,00 Rp Jumlah Belanja setelah 
Perubahan 

1.392.250.190.353,00 
(20.649. 761.000,00) 

1.317.581.428.039,00 

1.338.231.189.039,00 
(20.649. 761.000,00) 

Rp. 
Rp. 

2. Belanja 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Rp. 

Rp. 
Rp. 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 

Jumlah Pendapatan Daerah 
setelah Peru bahan 

Pasal I 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 82 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 82) 
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 



BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR..!.1 .. 

Diundangkan di Sengeti 
pada tanggal is - /l{tl,9-t - 2021 

Pj. EKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI, 

Ditetapkan di Sengeti 
pada tanggal .Vf- .Mort.r - 2021 

MUARO JAMBI, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro 
Jambi. 

Pasal II 

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada 
lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 


